RUMUSAN HASIL TEMU PAKAR

TENTANG

INFORMASI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI

(KONSEP AWAL)
Berdasarkan dua makalah yang disajikan, dua makalah komplement yang disampaikan pakar informasi serta pendapat dan pemikiran-pemikiran yang mengemuka dalam diskusi pada sessi pertama tanggal  27 Maret 2000, dapat dikemukakan rumusan hasil diskusi dan curah pendapat tentang Informasi dalam menghadapi tantangan globalisasi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Globalisasi informasi yang sudah berlangsung merupakan kenyataan yang tidak dapat dan tidak mungkin dihindari apalagi dicegah, termasuk segala kelebihan dan kekurangannya, serta dampak positif dan  dampak negatifnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia di bidang ideologi, politik, ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAN).

2. Globalisasi informasi dan media massa berakar pada kemajuan teknologi informasi (IT), yang telah menghadirkan komunikasi alternatif yaitu cybercom, atau jaringan internet global.

3. Berkembangnya sistem internet global telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas ruang dan waktu, tanpa batas-batas kedaulatan negara termasuk didalamnya kedaulatan sistem hukum nasional.

4. Sebagai  akibatnya, keberadaan berbagai jenis media massa termasuk cybercom atau jaringan internet yang berakar pada kemajuan IT telah menciptakan sistem komunikasi global yang kemudian dikenal dengan global village.

5. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (HAM) tentang kebebasan informasi, seakan-akan mengukuhkan globalisasi informasi, karena menurut pasal tersebut kebebasan informasi tidak lagi menghiraukan batas-batas kedaulatan dan kekuasaan suatu negara.

6. Berdasarkan gambaran tersebut, siapapun yang mampu menguasai informasi mulai dari mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan/menyajikannya dengan cepat dan menjangkau wilayah yang luas serta menjangkau khalayak yang besar, maka ia akan berkuasa, baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional.

7. Kesenjangan penguasaan teknologi/ prasarana informasi serta akses terhadap informasi,  telah menjadi sumber ketidakadilan di segala bidang kehidupan, baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun tingkat internasional.

8. Permasalahannya adalah tidak adanya bangsa yang mampu menolak kemajuan IT sehingga tidak sanggup meluputkan diri dari globalisasi informasi yang membawa globalisasi sistem budaya, globalisasi sistem hukum, globalisasi sistem politik, dan globalisasi sistem ekonomi.

9. Diperlukan adanya pemberdayaan (empowerment) individual dan institusional ( pemerintah dan swasta) ditingkat lokal maupun nasional dalam penguasaan teknologi dan sarana informasi, agar bangsa Indonesia tidak hanya menjadi konsumen akan tetapi juga menjadi provider informasi.

10. Dengan penguasaan teknologi baik hardware maupun software, akan mampu menempatkan bangsa ini sejajar dengan bangsa-bangsa lain dalam hal penguasaan informasi, sehingga tidak terjadi hegemoni informasi, baik melalui pemilikan (holding), jaringan (networking) atau gabungan keduanya, oleh individu, lembaga swasta, lembaga pemerintah/negara atau lembaga internasional yang lebih kuat secara ekonomi, politik, teknologi maupun profesionalismenya.

11. Diperlukan penguatan infrastruktur yang meliputi   kelembagaan (Undang-undang tentang Pers dan penyiaran), SDM, permodalan dan teknologi, peningkatan peran pemerintah melalui fungsi lembaga yang mampu menjamin jalannya proses perputaran informasi, pengetahuan, uang, dan barang, sehingga menjadi lebih efisien tanpa banyak hambatan.

Beberapa usulan langkah jangka pendek:

· Pengembangan Cyberlaw harus di lakukan dan di adopsi untuk menjamin rasa aman & keabsahan informasi bagi semua entitas dalam dunia informasi / dunia maya. Hak asasi manusia untuk dapat berkomunikasi dan hak untuk berpartisipasi dalam information society harus ditegakan semaksimal mungkin tanpa dibatasi dimensi fisik, ruang, waktu dan institusi.

· Kerangka hukum dan kebijakan pemerintah saat ini masih sangat dibatasi oleh dimensi-dimensi ruang, waktu dan kerangka struktural / institusi. Batas-batas tersebut menjadi sangat kabur dalam dunia internet / maya. Kerangka hukum & kebijakan konvensional yang ada akhirnya banyak membatasi (menghambat) kelancaran transaksi di dunia informasi / maya.

· Revisi berbagai berbagai undang-undang yang tidak cocok dengan paradigma dunia cyber seperti KUH Pidana (seperti pasal 154, 155, 207 & 208), UU 1/95 pasal 117a. Beberapa masalah yang perlu diperhatikan seperti pornografi, discouragement time blocking, discourage space blocking di media – menghindari hegemoni informasi.

· Kemampuan berkiprah dalam dunia informasi & internet sangat bergantung pada jumlah / massa orang terdidik. Kegagalan dalam meningkatkan jumlah orang terdidik di Indonesia akan melemahkan kemampuan Indonesia untuk berkiprah dan bertahan di dunia informasi & dunia maya.

· Kebijakan untuk memudahkan, memurahkan akses infrastruktr telekomunikasi dan informasi bagi masyarakat.

Usulan langkah jangka panjang dan penjelasan lainnya

Tingkat pendidikan Indonesia syarat survive bidang informasi.

· Berikan insentif bagi dunia usaha untuk membantu dunia pendidikan, apakah itu dalam bentuk tax deducation, tax holiday, tax break, maupun bentuk-bentuk insentif lain yang akan menguntungkan dunia usaha yang membantu lembaga pendidikan (terutama sekolah, madrasah, pesantren) tanpa harus melalui pemerintah.

· Keberadaan jaringan Internet bagi dunia pendidikan & penelitian sangat penting, akan tetapi pola proyek yang bertumpu pada pinjaman bank dunia / IMF sangat tidak sehat bagi pembangunan infrastruktur bagi dunia pendidikan & penelitian. Pola swadana & swadaya masyarakat harus di encourage.

· Insentif bagi pembangunan IT di dunia pendidikan dapat diberikan dari sisi lain, jangan menggunakan pinjaman dari luar negeri – misalnya tax deducation bagi peralatan komputer, tax deducation bagi dunia usaha yang membantu lembaga pendidikan, kemudahan akses jaringan telekomunikasi, sosialisasi bisnis plan untuk membangun warung Internet secara mandiri.

· Berikan kemudahan bagi semua lembaga pendidikan, untuk mengembangkan program-program pendidikan jarak jauh untuk memandaikan bangsa ini. Jangan sampai di monopoly oleh lembaga pendidikan terbuka saja, berikan insentif bagi mereka untuk memberikan pendidikan jarak jauh melalui media informasi / internet. Mekanisme transfer kredit, akreditasi, audit bagi pendidikan melalui dunia informasi perlu dikaji dan dimudahkan.

· Semua hasil karya tulis, thesis, tugas akhir sebuah lembaga pendidikan harus dilepas ke masyarakat banyak dengan hak cipta public domain. Sebaiknya di-encourage supaya hasil-hasil karya tersebut agar dimasukan dalam bentuk disket / softcopy supaya mudah untuk di pertukarkan dalam dunia informasi. Perputaran yang cepat dari pengetahuan akan mempermudah proses pemandaian bangsa Indonesia. Teknik digital library & knowledge management akan menjadi tumpuan utamanya. Mekanisme peminjaman seijin penulis dapat dikembangkan jika diperlukan untuk melakukan proteksi.

Kemudahan infrastruktur telekomunikasi & akses informasi / pengetahuan.

· Pola Warung Internet (WARNET) merupakan pola akses yang murah bagi bangsa Indonesia ke dunia Informasi. Perlu dimudahkan bagi para pengusaha warnet ini untuk memperoleh akses saluran telepon dengan kualitas yang baik.

· Kompetisi merupakan syarat mutlak agar terbentuk infrastruktur yang memadai dengan biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Pola lisensi operator telekomunikasi diarahkan untuk membuka medan kompetisi di dunia telekomunikasi. Transparansi harus dilakukan oleh pemerintah, agar medan kompetisi menjadi lebih transparan bagi semua operator maupun publik / pengguna jasa.

· Interkoneksi harus dilakukan antar operator yang saling berkompetisi. Konsep Universal Service Obligation (USO) dikembangkan bagi seluruh operator jaringan telekomunikasi untuk menjamin akses telekomunikasi di daerah terpencil.

· Universal Service Obligation (USO), perlu dikembangkan dalam infrastruktur telekomunikasi untuk bidang jasa telekomunikasi, dengan fokus bidang pendidikan dan kesehatan.

· Harus dilakukan transparansi penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) kepada masyarakat pengguna. Supaya seluruh masyarakat dapat mengetahui secara transparan, kemampuan dan kinerja masing-masing penyelenggara ISP.

· Perkembangan teknologi informasi demikian pesat dan sering kali memberikan solusi alternatif yang jauh lebih murah, bagi penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan teknik baru sebaiknya jangan dicegah di awal sebelum berkembang, biarkan mereka menggunakan teknik baru tersebut untuk berkompetisi dengan operator lain yang menggunakan teknologi yang lebih tua. 

Memperlancar transaksi di dunia informasi.

· E-Government harus dibangun dan dibentuk sebagai one-stop non-stop services bagi masyarakat. Memfasilitasi transparansi dan auditing semua kebijakan pemerintah langsung oleh masyarakat banyak (bahkan bila perlu tanpa melalui mekanisme perwakilan).

· Identifikasi dan legalitas sebuah badan usaha / perorangan diperlukan pola yang standar, certificate authority merupakan teknik yang di adopsi di dunia maya. Perlu diadakan mapping ke kerangka hukum dan kebijakan di dunia konvensional. 

· Konsep keabsahan transaksi yang bertumpu pada cap, tanda tangan dan meterai yang sifatnya sangat fisik, perlu di translasikan dalam kerangka hukum dan kebijakan ke pola-pola yang tidak dibatasi dimensi fisik, seperti digital signature, secure electronic transaction (SET), dan secure socket layer (SSL).

· Information balancing & pluralisme informasi harus di usahakan melalui kerangka kebijakan. Jangan sampai ada hegemoni informasi melalui pola kepemilikan (holding) maupun jaringan (network).

· Lawan hegemoni informasi, berdayakan individu, kekuatan lokal melalui kebijakan koran, tv, radio media regional, lokal dan komunitas. Media komunitas (koran, tv dan radio) akan merupakan solusi andal untuk membangun jati diri masyarakat di bawah. Mudahkan alokasi frekuensi bagi radio komunitas terutama di band MW (AM).

· Kembangkan dan adopsi konsep / mekanisme Content Rating, sebagai mekanisme self-sensored bagi masyarakat pemirsa, pembaca & pendengar.

Referensi lebih lanjut:

· Naskah-naskah konsep Nusantara-21 & pemikiran regulasi internet di Indonesia, tersedia di berbagai situs Web di Indonesia seperti http://www.ylti.or.id, http://www.mastel.or.id, http://n21.ac-id.net.

· Berbagai catatan diskusi & artikel di berbagai media online tentang dunia informasi & dunia maya, ada di http://portal.detik.com, http://www.kompas.com, http://www.astaga.com
· Referensi tambahan adalah Cyberlaw principle dari UNESCO 1998.
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Draft Principles Proposed by The Experts Meeting on Cyberspace Law

29-30 September 1998

Principality of Monaco

The Experts Meeting on Cyberspace Law

1. Recognizing the interest of UNESCO in the promotion of human rights and fundamental freedoms in cyberspace particularly in the fields of education, science and culture;

2. Recognizing the mandate and the ethical and intellectual mission of UNESCO, its universal vocation and transdisciplinary character of its fields of competence;

3. Recognizing the current international discussions concerning cyberspace activities and digital works tend to emphasize economic matters rather than social and cultural interests;

4. Recognizing that the global nature of the internet raises issues of common concern for governments and peoples around the world;

5. Recognizing the need to work in cooperation with other international organizations concerned with matters of cyberspace law and the need for international efforts on harmonization and to resolve jurisdictional issues;

6. Recognizing the open and decentralized character of “cyberspace” as well as its interactive and dynamic nature, system of electronic linkages, and the irrelevance of geographic and physical boundaries;

7. Recognizing that cyberspace offers benefits and opportunities as well as undesirable consequences that raise complex issues for humanity.

Proposes to the Director-General that UNESCO promotes the following principles:

Communication Principles

· The right of communication is a fundamental human right

Participation Principle

· Every citizen should have the right to meaningful participation in the information society.

The above key principles embody the concept of every person’s right to access the new environment of cyberspace, in particular:

Universal Service Principle

· States should promote universal services where, to the extent possible given the different national and regional circumstances and resources, the new media shall be accessible at community level by all individuals, on a non-discriminatory basis regardless of geographic location.

Multiculturalism and Multilingualism Principle

· States and users should promote cultural and linguistic diversity in cyberspace by the promotion of regional and local participation in Internet activities, information collections, and new information services.

Ethics Principle

· States and users should promote efforts, at the local and international levels, to develop ethical guidelines for participation in the new cyberspace environment.

Education Principle

· All persons should have a right to appropriate education in order to read, write and work in cyberspace. There should be specific initiatives to educate parents, children, teachers and other Internet users on the implications of their participation in cyberspace and on how to maximize the opportunities presented by the new media.

Free Expression Principle

· States should promote the right to free expression and the right to receive information regardless of frontiers.

Privacy and Encryption Principles

· The fundamental right of individual to privacy, including secrecy of communication and protection of personal data, should be respected in national law and in the implementation and use of self regulatory private legal remedies and technical methods.

Access to Information Principle

· Public bodies should have an affirmative responsibility to make public information widely available on the Internet and to ensure the accuracy and timeliness of the information. This information could include government information, information concerning cultural heritage, and archival and historical information.

· The traditional balance between the rights of authors and limitations on these rights, including the free use of ideas in published works, should be maintained in cyberspace in the interests of the public and of the authors.

· States should preserve and expand the public domain in cyberspace.

Training Principle

· Job training in electronic media should be encourage to enable people to communicate in the new media and to create new opportunities in employment.

International Cooperation Principle

· States shall cooperate at an international level and seek to harmonize national law to resolve jurisdictional or conflict of law differences.

